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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

6.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut 

Rekomendasi BPK periode tahun 2018-tahun 2019 secara 

keseluruhan telah ditindaklanjuti oleh setiap SKPD yang disebutkan dalam 

rekomendasi. Namun terdapat beberapa rekomendasi yang berstatus dalam 

proses, rekomendasi tersebut berkaitan dengan temuan keuangan yang 

sifatnya pengembalian kepada Negara/Daerah. Dan rekomendasi yang 

sudah ditindaklanjuti merupakan temuan yang bersifat administrasi. 

Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya bisa menindaklanjuti semua 

rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh 

BPK yaitu selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan 

diterima. Untuk progres tindak lanjut sendiri, pada tahun 2018 Kabupaten 

Manggarai telah mencapai progres 66,67% sedangkan di tahun 2019 

progres tindak lanjut ini telah mengalami peningkatan menjadi 72,73%. 

meskipun belum mencapai target yang ditentukan oleh BPK, peningkatan 

progres ini, menjadikan Kabupaten Manggarai berhasil memperoleh 

penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  

6.1.2. Kendala/hambatan  

a. Unit kerja/perangkat Daerah penanggungjawab belum konsisten secara 

optimal dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan.  
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b. Pihak ketiga/rekanan yang sudah meninggal/pensiun/tidak diketahui 

alamatnya, yang bertanggungjawab secara materil atas rekomendasi dari 

BPK RI. 

c. Belum ada sanksi yang tegas terhadap kepala unit kerja/kepala perangkat 

penanggungjawab yang lalai atau tidak optimal dalam menindaklanjuti 

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun rekomendasi hasil 

pemeriksaan aparat pengawasan internal Pemerintah. 

6.1.3. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai 

a.  Mencari informasi nama dan alamat yang bersangkutan supaya dapat 

mempertanggungjawabkan setiap kerugian Negara/Daerah yang 

disebabkan oleh tindakan melanggarar hukum, dan diproses sesuai 

dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

b.  Memberlakukan sanksi yang tegas sesuai dengan UU yang berlaku 

kepada setiap pegawai yang tidak konsisten dalam menyelesaikan 

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi guna mengurangi dampak 

rekomendasi yang berstatus dalam proses. 

6.2.  Saran 

6.2.1. Untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai 

a. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut dengan memaksimalkan sumber 

daya dan fasilitas yang ada.  

b. Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang tidak komitmen 

dalam menangani pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK. 
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c. Berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat keberhasilan 

pelaksanaan TLHP dengan meningkatkan koordinasi yang baik dengan 

pihak terkait atau penanggung jawab temuan.  

d. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tim teknis 

SOP TLHP BPK RI dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan 

bimbingan teknis terkait penanganan tindak lanjut.  

e. Menambah personil atau pegawai yang secara khusus terlibat dalam 

penanganan tindak lanjut. 

6.2.2. Untuk Peneliti selanjutnya. 

a. Disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian 

yang sama di pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia agar dapat 

mengetahui transparansi pengolahan keuangan Negara. 

b. Disarankan untuk menambah tahun pengamatan penelitiannya supaya 

hasil yang diproleh dapat lebih baik. 

c. Disarankan untuk dapat melibatkan pihak-pihak eksternal diluar 

pemerintah seperti BPK selaku pemeriksa untuk dapat melihat 

permasalahan yang lebih rinci dalm pengelolahan keuangan Negara. 
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